
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari

pengalihan tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak

Penghasilan;

b. bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh

penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan wajib melunasi

Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut;

c. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut dan sesuai

dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1994, dipandang perlu mengatur pembayaran Pajak Penghasilan

atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-…
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3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN

DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN.

Pasal 1…
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Pasal 1

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau

badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib

dibayar Pajak Penghasilan.

(2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan

hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati

dengan pihak lain selain Pemerintah;

b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau

cara lain yang disepakati dengan Pemerintah guna

pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk

kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;

c. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau

cara lain kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan

untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Pasal 2

(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib

membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke bank

persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan,

perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang

berwenang.

(2) Pejabat...
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(2) Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan,

perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh orang

pribadi atau badan dimaksud bahwa kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan

fotokopi Surat Setoran Pajak yang bersangkutan dengan

menunjukkan aslinya.

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan,

perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang wajib menyampaikan

laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian,

kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada

Direktur Jenderal Pajak.

(4) Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Notaris,

Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat

lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dipungut

Pajak Penghasilan oleh Bendaharawan atau pejabat yang melakukan

pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar.

(2) Bendaharawan...
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(2) Bendaharawan atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

wajib menyetor Pajak Penghasilan yang telah dipungut ke bank

persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum melakukan pembayaran

kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau

sebelum tukar-menukar dilaksanakan.

(3) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama orang pribadi

atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan

tukar-menukar.

(4) Bendaharawan atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

wajib menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada

Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

(1) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari

jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(2) Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak

dengan Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan/atau bangunan yang

bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994,

kecuali:

a. dalam...


